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ABSTRAK

Andi Nur Qalby Masyengereng, 04020190530 : dengan judul “Yuridis Tentang
Putusnya Perkawinan Karena Suami Mengabaikan Tanggungjawabnya
Terhadap Istri (Studi Putusan No. 379/Pdt.G/2022/PA.Mks)”. Dibawah bimbingan
Dachran Saleh Busthami, sebagai Ketua Pembimbing dan Muhammad Munir
Husein sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama Untuk mengetahui
dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara
perceraian dengan alasan suami mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istri
pada Studi Putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks. dan untuk mengetahui akibat apa
yang ditimbulkan putusnya perkawinan karena suami mengabaikan
tanggungjawabnya terhadap istri pada Studi Putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif Jenis penelitian yang
digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah
suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pertimbangan hakim dalam memutus perkara
perceraian dengan alasan suami mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istri
(Studi Putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks), majelis hakim mengabulkan gugatan
Penggugat dengan Verstek, menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak
asuh terhadap kedua anaknya, menghukum Tergugat untuk membayar biaya
hidup dan biaya pendidikan kedua anaknya kepada Pengugat, serta menghukum
pula Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat. Akibat hukum
perceraian yang ditimbulkan karena adanya seorang suami lalai terhadap
tanggungjawabnya adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan
istri, baik seorang ayah maupun ibu berkewajiban memelihara dan mendidik
anaknya, bilamana terjadi perselisihan terhadap hak asuh anak maka akan
diselesaikan oleh pengadilan berdasarkan penetapannya, ayah
bertanggungjawab terhadap biaya berkelangsungan hidup anak dan Ketika ayah
kurang mampu memenuhi kewajiban tersebut seorang ibu bisa membantu
kewajiban tersebut berdasarkan penetapan pengadilan.

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu. Suami adalah kepala rumah tangga yang
bertanggungjawab terhadap kesejahteraan keluarga. Apabila terjadi perpecahan
dalam rumah tangga sehingga menyebabkan putusnya perkawinan, maka
mantan suami harus memenuhi akibat amar putusan yang telah dijatuhkan
Majelis Hakim kepadanya. Diharapkan kedepannya angka perceraian yang
terjadi khususnya yang diakibatkan oleh suami yang mengabaikan
tanggungjawabnya berkurang bahkan tidak ada. Karena akibat hukum yang
ditimbulkan dari perceraian dapat berdampak pada Anak.

Kata Kunci: Perkawinan, Putusnya Perkawinan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan pijakan awal dan kebutuhan mendasar
untuk manusia. Karena terikatnya lelaki dan wanita dengan segenap
hati dapat menjadi sarana dalam membentuk keluarga (rumah tangga).
Selain untuk memperoleh keturunan, tujuan dari perkawinan sendiri
adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis bagi manusia. Perkawinan
bagi manusia merupakan hal yang sakral, sangat dianjurkan oleh
agama, bahkan semua agama telah mengatur tentang pelaksanaan
perkawinan dengan peraturannya masing-masing.’

Berdasarkan agama Islam telah menjelaskan tentang
pentingnya sebuah ajaran perkawinan. Perkawinan ialah suatu ibadah
dan sunnatullah bagi makhluk-Nya, Allah SWT. Memberikan jalan
kepada makhluk-Nya untuk melestarikan hidup dan memperbanyak
keturunan dengan cara menikah. Dalam mengikat hubungan yang suci,
Islam memerintahkan untuk diadakan akad nikah. Adanya akad nikah
menjadi tanda bahwa pernikahan telah sah dan halal sebagai suami
istri menurut hukum lIslam, dan langgeng nya sebuah perkawinan

sangat diharapkan oleh Islam.?

'Wasman & Wadah Nuromiyah, 2011 Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
(Perbandingan Figh dan Hukum Positif), (Yogyakarta: Teras) hal. 29

2Muhammad Nur Irfan, 2020, Analisis Yuridis Pelaksanaan Isbat Nikah di
Pengadilan Agama Cibinong, (Bogor: Universitas Ibn Khaldun)



Menikah memiliki banyak keutamaan, salah satunya ialah untuk
menghindari maksiat zina diantara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain
menikah juga dikatakan menentramkan hati serta meningkatkan

ketakwaan pada Allah SWT. Seperti dalam surah Ar- Rum Ayat 21:

T =l SR ’.’ o >t e w B et - -y - -
L) VoasTmd b 1 80 SV 52 SO G Sl it 5a)
- AT~ » - A

;.);‘:l%‘:g-gg_‘:u;;gé z;li;_,—)) 3_?); ('.é_——_:v__..y_ ‘_LAa-_)
ETS), 5_)}’<‘-"‘: 1 ::

Terjemahan:
‘Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di
antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
berpikir”.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa pernikahan dapat
menghadirkan sakinah mawaddah dan warahma, sakina memiliki arti
kedamaian, ketenangan, dan tentram, mawaddah memiliki arti cinta
dan warahma memiliki arti kasih sayang atau belas kasih.3

Menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa
Rahmah, merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan, tujuannya
dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menciptakan perkawinan
yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama

dengan yang ada pada Komplikasi Hukum Islam. Dalam hukum adat

tujuan dari hal ini bisa berbeda-beda tergantung lingkungan masyarakat

3Q.S Ar-Rum Ayat 21



adanya, biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah
dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka dianggap sah.*

Kemudian sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, tujuannya itu sendiri adalah untuk
menciptakan rumah tangga. Suami dan Istri saling melakukan
pendekatan untuk mencapai tujuan perkawinan dengan beberapa cara
diantaranya yaitu:
1. Suami istri yang berkorban untuk mencapai tujuan perkawinan yang

luhur karena itu pengorbanan dibutuhkan dalam berumah tangga.
2. Akhlak, moral dan etika yang baik merupakan salah satu modal
untuk membangun rumah tangga.®

Negara Indonesia juga mengatur tentang hakikat dan tujuan
perkawinan. Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas
perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan®
menjelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan seorang laki-laki
dan perempuan secara dzahir dan batin sebagai suami istri yang
bertujuan untuk menciptakan rumah tangga atau keluarga yang
hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan kekal selalu bersama,
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam menyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk meciptakan

kehidupan rumah tangga yang damai dan penuh kasih sayang.”

SSoemiyati, 1982, Hukum Perkawinan Islam dan UUP, (Yogyakarta : Liberty),
hal.93
6Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



Perkawinan adalah sebuah hubungan permanen yang sudah erat
dilaksanakan disetiap tempat. Dan dalam persepsi tersebut setiap adat
pasti memiliki banyak sekali perbedaan untuk mencapai tujuan
pernikahan.’

Begitu juga yang diatur pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo
Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perceraian dapat terjadi
karena alasan-alasan tersebut, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alas
an yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

6. Antara suami dan istri terus-menerus tejadi perselisihan dan
pertengakaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga.®

"Muktiali Jabri, 2019, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, Pendais, No. 1, hal. 58
8PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan



Pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, tujuan dari
pernikahan vyaitu membentuk keluarga yang harmonis, namun
kadangkala terjadi perselisihan yang tidak diharapkan oleh setiap
pasangan, contohnya seperti terjadi percekcokan, adanya
kesalahpahaman, dan hilangnya kepercayaan satu sama lain dalam
keluarga.®

Perselisihan suami istri yang terjadi secara terus menerus
menjadikan rumah tangga tidak harmonis dan mengakibatkan
hubungan mereka menjadi buruk, terutama bagi anak-anak mereka.
Dalam hal ini Islam memberikan alternatif dalam menyelesaikan
perselisihan rumah tangga tersebut, yaitu dengan cara musyawarah
atau saling menyadari kekurangan satu sama lain. Apabila dengan
menggunakan cara tersebut tidak berhasil, maka untuk menghindari
keadaan yang bertambah buruk, Islam menganggap perceraian adalah
solusi terbaik.1® Hal ini selaras dengan Q.S AL-Bagarah Ayat 102 :
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R. Subekti dan Tijitrosudibio, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

(Jakarta: PT. Pradnya Paramita), hal 537

OYulisa Fitri, “Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih
Islam”, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Hukum Universitas Malikussale.




Terjemahan:

‘Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada
masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu
mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan
sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka
mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada
dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang
keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum
mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu
janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat
itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara
seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak
memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali
dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak
memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi,
sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang
menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan
di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan
sihir, kalau mereka mengetahui.™*

Terkait itu seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir
dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri
mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara
perceraian  berdasarkan  hukum  perceraian yang  Dberlaku.
Ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak
untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian,
seperti pergaulan antara suami dan istri yang saling tidak menghormati,
tidak saling menjaga rahasia, terjadi pertentangan pendapat yang
sangat prinsip. Terkait itu perceraian adalah penghapusan perkawinan
dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam

perkawinan.2

11Q.S AL-Bagarah Ayat 102
12Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa), hal. 42



Perceraian merupakan masalah yang sering terjadi dalam
kehidupan masyarakat karena merupakan jalan terakhir ketika sudah
tidak merasakan ke harmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu
dalam aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang
dapat dijadikan dalil kuat untuk melakukan suatu perceraian. Sebelum
perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan
pertengkaran. Pertengkaran orang tua, apapun alasan dan bentuknya,
akan membuat anak merasa takut. Perceraian mempunyai akibat pula,
bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian.
Terkait itu, jika perkawinan dipecah oleh hakim harus pula diatur
tentang perwalian itu terhadap anak-anak yang masih di bawah umur.
Penetapan wali oleh hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari
pihak ayah maupun dari pihak ibu yang erat hubungannya dengan
anak-anak tersebut. Hakim merdeka untuk menetapkan ayah atau ibu
menjadi wali, tergantung dari siapa yang dipandang paling cakap atau
baik mengingat kepentingan anak-anak. Penetapan wali ini juga dapat
ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan
perubahan keadaan.3

Seharusnya perceraian menjadi alternatif terakhir bila
keadaannya tidak sesuai dengan kehidupan rumah tangga
sebagaimana mestinya, dan tidak ada solusi untuk menjaga

kepentingan suami istri. Tetapi kenyataannya, saat ini perceraian terjadi

Blbid, hal. 44



begitu mudah dan sangat di sepelekan. Bahkan dari tahun ke tahun
kasus perceraian di Pengadilan Agama mengalami peningkatan yang
signifikan. Dan lebih ironisnya lagi, jumlah cerai gugat lebih banyak dua
kali lipat daripada cerai talak'

Berkenaan dengan pembahasan di atas, di kota Makassar
ternyata masih banyak ditemui kasus terhadap putusnya perkawinan
karena suami mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istrinya.
Seperti dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tepatnya pada Pasal 34 yang
berbunyi:1®

1. Suami wajib melindung istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan  hidup  berumah tangga  sesuai dengan
kemampuannya.

2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing
dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Berdasarkan apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang
No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Pasal 34 maka sudah menjadi kewajiban suami untuk
bertanggungjawab terhadap istrinya, tapi seperti yang kita ketahui

bahwasanya banyaknya statusco yang sering kali di jumpai yaitu

“Isnawati Rais, 2014, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu®) Di Indonesia;
Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengtasinya”, Al-,Adalah, No.1,
hal. 191-192.

15Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 34 Tentang Perkawinan



putusnya perkawinan karena suami mengabaikan tanggungjawabnya
terhadap istri, contohnya salah satu kasus yang terjadi di Makassar
seorang istri yang menggugat cerai suaminya karena suami yang telah
mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istrinya dan salah satu
alasannya ialah tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas maka penulis
tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Analisis Yuridis Tentang
Putusnya Perkawinan Karena Suami Mengabaikan

Tanggungjawabnya Terhadap Istri.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka penulis akan
mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara
perceraian dengan alasan suami mengabaikan tanggungjawabnya
terhadap istri (Studi Putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks)?

2. Akibat apakah yang ditimbulkan putusnya perkawinan karena suami
mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istri (Studi Putusan

379/Pdt.G/2022/PA.Mks)?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi

tujuan penelitian tersebut, yaitu:



1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan
hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan suami
mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istri (Studi Putusan
379/Pdt.G/2022/PA.Mks).

2. Untuk mengetahui akibat apa yang ditimbulkan putusnya
perkawinan karena suami mengabaikan tanggungjawabnya

terhadap istri (Studi Putusan 379/Pdt.G/2022/PA.Mks).

D. Kegunaan Penelitian
A. Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur
kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada
Hukum Perdata.

2. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan melengkapi khasanah
kajian yang berkaitan terhadap penelitian sejenis pada tahap
selanjutnya.

B. Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas
permasalahan yang di teliti serta sebagai bahan masukan bagi
pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

2. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan
penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang

diperoleh.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata
‘kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan
lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.®
Perkawinan disebut juga pernikahan “pernikahan”, berasal dari kata
nikah yang menurutu bahasa artinya mengumpulkan, saling
memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Nikah
menurut bahasa ialah penggabungan dan saling memasukan serta
pencampuran.’” Kata nikah berasal dari bahasa Arab nikaahun
yang merupakan masdar dari kata kerja nakaha. Sinonimnya
tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia
sebagai perkawinan.®

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti
nikah atau zawaj. Al-nikah mempunyai arti al-wathh"i, AI-Dhommu,
Al-Tadakhul, Al-Jam‘u atau ibarat ,an al-wath wa al aqd yang

berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima" dan akad.®

6Dep Dikbud, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, cet. Ke-3)

”Muhammad, Abubakar, 1995, “Subulussalam”, (Surabaya : Al-Ikhlas, cet. Ke-1), 393

8Hakim Rahmat, 2000, “Hukum Perkawinan Islam” (Bandung, CV.Pustaka Setia). 11

¥Mardani, 2011, “Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern”, (Yogyakarta :
Grahallmu). 4
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Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang
membolehkan terjadinya istimta® (persetubuhan) dengan seorang
wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang
diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab
susuan.??

Menurut sebagian ulama Hanafiyah, nikah adalah akad
yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk
bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan
seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan bologis.
Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah
ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan
dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-
mata”. Oleh mazhab Syaf‘iyah, nikah dirumuskan dengan “akad
yang menjamin  kepemilikan untuk bersetubuh dengan
menggunakan redaksi (lafal) “inkah atau tazwij atau turunan makna
dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanbilah mendefinisikan nikah
tangan “akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inka atau
tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang)”.?!

Pengertian perkawinan yang diungkapakan oleh
mutakhirin  menurut penulis selaras dengan pengertian yang
diinginkan Undang-undang Perkawinan tahun 1974 pasal 1

dikatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

20Azhari, M.Tahir, 1999, “Bunga Rampai Hukum Islam”, (Jakarta : In Hill Co). 42
21bid. 4
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seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.??

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab Il Pasal 2
di katakan juga bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsagan Ghalizhan
untuk mentaati perintah Allah dan yang melaksanakannya
merupakan suatu ibadah.23
. Tujuan Perkawinan

Tidak diragukan lagi, bahwa tujuan pokok perkawinan
ialah demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara
martabat serta kemurnian silsilahnya. Sedangkan kelangsungan
hidup manusian ini hanya mungkin dengan berlangsungnya
keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan qurratu
a“yun (buah hati yang menyejukan), seperti dilukiskan dalam firman

Allah :24
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“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah

kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai

penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-
orang yang bertakwa.”

22 5pemiyati, Op. Cit. hal 9
2Seri Perundang-Undangan, UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)”,( Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008). 51

%Depag.RI, 1971, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, ( Q.S. Al-Furqon : 74, Juz 19). 569
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Jika Islam telah memperbaiki jiwa, mengatur waktu, dan
mensucikan harta maka ia juga ~menawarkan ishlah
(perbaikan/perdamaian), merumuskan aturan dan memberikan
kebahagiaan terhadap keluarga. Oleh karena itu, Islam
menganjurkan kaum Muslimin untuk segera menempuh hidup
berkeluarga dan mendorong mereka untuk hidup mapan,
menanamkan kecintaan kepada keluarga berikut orang-orang yang
ada didalamnya, serta menyebut keluarga sebagai nikmat terbesar
diantara nikmat-nikmat Allah.

Keluarga adalah lembaga yang aman dan damai, tempat
bernaungnya istri anak, ibu dan bapak, tempat melepaskan lelah
setelah bekerja seharian; serta tempat mencari ketenangan setelah
berbagai ketegangan. Kepenatan hidup akan hilang di dalam rumah
yang tenteram dan bahagia. Peristiwa yang menimbulkan trauma
akan mendapat sentuhan lembut dan halus dalam rumah tangga
Muslim, sumber kedamaian, kesucian, tempat pemenuhan janji dan
uluran kasih sayang. Islam telah mengatur organisasi keluarga
dengan jalan mengatur pola hubungan antara anggota keluarga.25

Kebahagiaan dan kekelan rumah tangga tidak datang
dengan sendirinya, tetapi harus melalui usaha-usaha yang tidak

ringan. Menurut seorang psikologi Belanda Chorus, ada tiga

Al-Juhaeri, Mahmud Muhammad,dkk, 2006, “Keluarga Sakinah Ukhti Muslimah”, (Solo
: Era Intermedia), hal. 2.
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macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup
bahagia dan dapat melestarikan perkawinan yaitu :28
1. Kebutuhan vital biologis, yaitu: makan minum dan hubungan

kelamin.
2. Kebutuhan social cultural, yaitu: pergaulan social, kebudayaan

dan pendidikan.
3. Kebutuhan methapysis atau religious, yaitu: Agama, moral dan

filsafat

Ketiga kebutuhan itu saling kait-mengkait, masing-masing
saling mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat
hidup bahagia, aman dan damai. Dari sekian banyak kebutuhan
manusia, kebutuhan pemuas seksual lebih menonjol dan
menentukan, malahan insting seksual merupakan dasar dan
barometer bagi kebahagiaan seseorang. Dalam agama Islam,
pemuas seksual harus melalui perkawinan yang sah, untuk
membina dan mencapai kesenangan hati dan kenyamanan jiwa
raga suami istri yang dipatrikan dengan rasa cinta dan kasih
sayang.
Menurut Zakiyah Darajat dkk. mengemukakan bahwa ada

5 (lima) tujuan dalam perkawinan, yaitu :2’

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

26Kantor Wilayah Departemen agama Propinsi Jawa Barat, 2004, “Pembinaan Keluarga
Sakinah”, (Bandung, CV. RizadiJaya). 63
2"Darajat Zakiyah dkk, 1985, “llmu Figih”, (Jakarta : Depag Rl) jilid 3. 64
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b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan
menumpahkan kasih sayangnya.

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan
kerusakan.

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima
hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk
memperoleh harta kekayaan yang halal.

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang
tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk berjanjian

(suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai

segi-segi perdata diantaranya adalah kesukarelaan, persetujuan

kedua belah pihak, kebebasan memilih dan darurat.28
3. Dasar Hukum Perkawinan
Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan

Islam, banyak merujuk pada Al-Qur“an, Al-Hadist, [jma* ulama figh,

serta ljtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan

ibadah yang disunahkan Allah dan rasulullah. Sebagaimana firman

Allah SWT yaitu Surat Adz-Dzariyat ayat 59 dan An-Nisaa" ayat 1.

Adapun perkawinan sebagai sunnah rasul dapat dilihat dari hadits

berikutnya yang artinya:

28Ali Dawud Muhammad, 1993, “Hukum Islam : Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum
Islam di Indonesia”, (Jakarta : Raja Grfindo Persada). 124
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“

siapa saja diantara kalian yang telah memiliki
kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu
dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan.
Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah,
hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam (syahwatnya)”.

Sebagaimana yang terurai di atas ayat al-quran dan
hadits dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu perkawinan.
Jumhur ulama (mayoritas ulama) memiliki pendapat bahwa
perkawinan pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Ulama
Malikiyah Muta“akhirin memiliki pendapat bahwa perkawinan
hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya sebagain bisa wajib,
sebagian lagi bisa jadi sunnah dan mubah. Adapun ulama Syafi“yah
menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah,
selain yang sunnah, wajib, haram, makruh.2?

Para ulama mempunyai persetujuan Bersama yakni
perkawinan adalah hal yang disyari“atkan dalam syariah. Dengan
kata lain, hukum dasar perkawinan yakni sunnah. Tetapi, dasar
hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang.
Hukum perkawinan berdasarkan kaidah figh yang disampaikan

diatas, dasar kaidah al-ahkam al-khamsa diantaranya yaitu:3°

29Abd. Rahman Ghozaly, 2003, Figh Munakahat, (Jakarta : Prenada Media), hal. 18.
30|ndah Purbasari, 2017, Hukum Islam sebagai Hukum Positif Di Indonesia, (Malang :
Setara Press), hal. 79.
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1. Wajib
Perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang
telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki
rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.3! Perkawinan
memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita
tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada
perbedaan pendapat diantara mereka. Adapun hal sebaliknya
dijelaskan dalam Al-Qur“an surah An-Nur ayat 33.3?
2. Sunnah
Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang
sudah memiliki kemampuan materil maupun immaterial tapi
belum memiliki niat untuk menikah dan/atau dapat
mengendalikan nafsunya dengan kata lain tidak khawatir
terjerumus dalam perbuatan zina.3® Kecuali Imam Syafi‘i,
Jumhur
Ulama berpendapat jika ada orang yang demikian maka
baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan
perkawinan, karena perkawinan lebih baik dari pada ibadah
sunnah lainnya. Karena perkawinan adalah penyempurnaan

setengah agama. Sesuai sabda Nabi Muhammad yaitu;

31sayyid Sabig, 2013, Figih Sunnah diterjemahkan oleh Abu Syaugina dan Abu Aulia
Rahma, (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang), Jilid 3, hal. 206.

325yekkh zainuddin’abdul Aziz Al Malibary, 1980, Fathul Muin bi Syahril Qurrotil Aini
diterjemahkan oleh Aliy As’ad, (Kudus : Menara Kudus), Jilid 3, hal. 2.

335ayyid Sabiqg, Op. Cit., hal. 207.
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‘Apabila seseorang telah menikah, sungguh ia telah
menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia pun
selalu bertagwa kepada Allah dalam menjaganya’*

3. Mubah

Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral
yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah
bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun
dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan
seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah
dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah
ushul figh menuliskan bahwa: Hukum asal sesuatu itu mubah
hingga ada dalil yanag mengharamkan.3®

4. Makruh

Makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah.
Jika sunnah adalah suati yang dianjurkan, makruh adalah suatu
yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat
makruh patut untuk dihindari.3¢ Untuk orang yang bisa
melakukan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsunya
sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina

meskipun ia tidak kawin. Tetapi ia tidak memiliki keinginan yang

34H, R. Tha Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam ash Shahihah Juz
2:625.

35Yusuf Qardhawi, Muammal Hamidy (Penerjemah), 1983, Halal dan Haram dalam
Islam, (Jakarta : Bina Ilm), hal 14.

36Tinuk Dwi Cahyani, 2020, Hukum Perkawinan, JI. Raya Tlogomas No. 246 (Malang :
Umm press), hal. 6.
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kuat untuk memenuhi kewajiban seseorang suami istri yang
baik.
5. Haram
Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat
mutlak. Jika orang yang beragam Islam menaati aturan hukum
Islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika
menggarnya maka ia pendosa. Perkara haram ini adalah
kebalikan halal (jaizZmubah/boleh). Menyatakan sesuatu haram
adalah hak-Nya yang telah jelas terdapat pada al-qur‘an dan
sunnah. Karenanya, seorang mujtahid wajib berhati-hati ketika
menafsirkan dan menetapkan suatu yang haram terhadap hal
yang bersifat kontemporer.3’
4. Rukun dan Syarat Perkawinan
Menurut syari“at Islam setiap perbuatan hukum harus
memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur
pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat
ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila
kedua unsur ini tidak dipenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak
sah menurut hukum. Demikian pula untuk sahnya suatu perkawinan

harus dipenuhi rukun dan syaratnya.38

bid. 7
38pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 1996/1997, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan
Urusan Haji, (Jakarta: Depag Rl), hal. 21.
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1. Rukun perkawinan

Dalam pedoman pegawai pencatat nikah disebutkan rukun

nikah, yaitu:
a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
b. Wali dari calon mempelai perempuan.
c. Dua orang saksi (laki-laki).
d. ljab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya.
e. Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.3°

2. Syarat perkawinan

a. Calon mempelai laki-laki syarat-syaratnya:
1) Beragama Islam.
2) Terang prianya (bukan banci).
3) Tidak dipaksa.
4) Tidak beristri empat orang.
5) Bukan mahram calon suami.
6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon

istri.

7) Mengetahui calon istri tidak haram dinikahinya.
8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

b. Calon mempelai wanita:
1) Beragama Islam.

2) Terang wanitanya.

3pid., hal. 21
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3) Tidak dipaksa.

4) Tidak bersuami.

5) Bukan mahram calon suami.

6) Tidak sedang dalam masa iddah.

7) Mengetahui calon suami tidak haram dinikahinya.

8) Tidak sedang dalam ihram haiji atau umrah.40

c. Wali dari calon mempelai wanita

Perkawinan harus dilangsungkan dengan wali, apabila
dilangsungkan tidak dengan wali atau yang berhak maka

perkawinannya tersebut tidak sah.

. Saksi dalam Pernikahan

Saksi dalam  perkawinan  merupakan rukun
pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus
disaksikan oleh dua orang saksi, karena itu kehadiran saksi
dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir
pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah

tersebut tidak sah.#

. ljab dan gabul

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh
wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau

wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

195.

“O1bid., hal. 22
“Ahmad Rofigq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal.
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Syarat-syarat ijab gabul:

1) Hendaknya menggunakan bahasa yang dapat
dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima
akad dan saksi.

2) Akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis.

3) ljab gabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat,
disandarkan pada waktu yang akan datang, atau
dibatasi dengan jangka waktu tertentu.

4) Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi kata-kata lain
atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang
mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang
dilangsungkan.

5) Pada dasarnya ijab dan qabul harus diucapkan secara
lesan kecuali bagi orang yang tidak dapat mengucapkan
secara lesan boleh dengan tulisan atau menggunakan
tanda-tanda isyarat tertentu.+?

f. Mahar
Mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan,
tetapi ketentuan Islam menyebutkannya sebagai suatu
kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki
kepada calon istrinya dengan kata lain mahar adalah suatu
pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang istri

dalam kaitannya dengan perkawinan.*3

42Spemiyati, Op. Cit. hal. 55.
43Rahmat Hakim, 2000, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia), hal. 71.
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5.

Prinsip-Prinsip Perkawinan
Prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah
dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi
dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera
rumah tangga menurut hukum Islam. Ada beberapa ayat al-quran
yang berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya: QS
Al-Baqarah (2): 187, 228 dan 233; QS. An-Nisa"“ (4): 9, 19, 32 dan
58; An-Nahl (16): 90; at-Talak (65): 7.
Berdasarkan ayat-ayat di atas, Khoiruddin Nasution
mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:*4
1. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam
kehidupan keluarga;
3. Prinsip menghindari dari kekerasan;
4. Prinsip bahwa hubungan suami dan isteri adalah sebagai
partner;

5. Prinsip keadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan

1.

Pengertian Putusnya Perkawinan
Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang
sering digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk

menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang

4Khoiruddin Nasution, 2005, Hukum Perkawnan 1, ACAdeMIA, Yogyakarta, h. 56.
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laki-laki dan seorang perempuan yang selama hidup menjadi
sepasang suami istri. Istilah yang paling sering digunakan dalam
kehidupan sehari-hari adalah perceraian.
a. Pengertian Putusnya Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang
Perkawinan
Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
memuat ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena
kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Perceraian
menurut hukum Agama Islam yang telah diposititkan dalam
Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, mencakup perceraian dalam
pengertian cerai talak dan perceraian dalam pengertian cerai
gugat. Perceraian karena talak adalah perceraian yang diajukan
oleh suami kepada Pengadilan Agama.4> Sedangkan perceraian
karena cerai gugat ialah perceraian yang diajukan oleh istri

kepada Pengadilan Agama.46

43Lihat pada Pasal 14 sampai Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang
aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

48ihat pada Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang
aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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b. Pengertian Putusnya Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum

Islam

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), masalah putusnya
perkawinan diatur dalam Bab XVI pasal 113 s.d. pasal 162.
Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pasal 38

s.d. pasal 41. Dalam PP No 9 Tahun 1975 diatur pasal 19.47

. Pengertian Putusnya Perkawinan Berdasarkan Pendapat Ahli

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan
karena kematian di sebut dengan “cerai mati”, sedangkan
putusnya perkawinan karena perceraian terdapat dua istilah

yaitu, cerai gugat (khulu®) dan cerai talak. Putusnya perkawinan
karena putusan pengadilan di sebut dengan istilah “cerai batal”.48

Menurut Subekti, perceraian merupakan salah satu

peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian
adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau
tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.4?

Jadi berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan

perceraian adalah putusnya hubungan rumah tangga antara
suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan

keluarga antara suami dan istri tersebut.

“Thttps://banten.kemenag.go.id/det-berita-putusnya--perkawinan--dalam--perspektif--

khi.html diakses pada tanggal 3 Desember 2022 pukul 21.56

hal. 108

“8Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,

49Subekti, Op. Cit hal. 42.
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2. Penyebab Putusnya Perkawinan

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya di atur di
dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII Pasal 38
sampai dengan Pasal 41. Di dalam Pasal 38 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:
“Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas
putusan Pengadilan”.
a) Perkawinan Putus karena Perceraian

Sebagaimana diketahui bahwa suami istri mempunyai
kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang
menjadi dasar dan susunan masyarakat.

Kewajiban suami istri saling mencintai hormat
menghormati, setia dan saling bantu membantu lahir batin dan
batin satu dan lainnya. Suami wajib melindungi istri dan
memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga,
sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan
sebaik-baiknya, tetapi jika kewajiban itu dilalaikan oleh salah
satu pihak atau kedua belah pihak maka tiada kepala kerabat
yang dapat ikut serta menyelesaikan perselisihan diantara
mereka dan selain orang tua atau anggota keluarga serumah,
tiada yang dapat mencegah, apabila diantara mereka memilih
penyelesaian di hadapan pengadilan, hal mana terbukanya

pintu putusnya perkawinan.

27



Apabila perselisihan antara suami istri tidak dapat
diperdamaikan maka jalan satu-satunya adalah perceraian. Di
dalam penjelasan dari Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa: “alasan-alasan yang
dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,
pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua)
tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa
alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun
atau hukuman vyang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
yang berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai
suami atau istri.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan utnuk hidup rukun lagi

dalam rumah tangga.>°

50Wahyuni dan Setiowati, Hukum Perdata I, Hukum Keluarga, CV. Duta Nusindo,
Semarang.
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b) Perkawinan Putus karena Kematian

Bahwa putusnya perkawinan yang dikarenakan kematian
adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak
(suami atau istri).

Sejak matinya salah satu pihak maka putuslah tadi tali
perkawinan itu dan pada umumnya tidak banyak menimbulkan
banyak persoalan di dalam keluarga yang di tinggalkan karena
pada dasarnya mereka menerima dengan ikhlas dan pada
umumnya beranggapan bahwa semua ini terjadi atas kehendak
Tuhan yang Maha Esa.

Akibat putusnya perkawinan karena kematian, dalam hal
perkawinan bagi istri yang kematian suaminya hanya baru
boleh kawin lagi setelah lampau jangka waktu tertentu,
sedangkan suami dengan kematian istrinya maka dapat kawin
lagi, kemudian mengenai anak-anak menjadi tanggungan pihak
yang hidup, baik dalam hal pemeliharaan, pendidikannya dan
pembiayaannya.®’

¢) Putusnya Perkawinan karena atas Putusan Pengadilan

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan No. 1
Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh
pengadilan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat

untuk melangsungkan perkawinan syarat-syarat itu adalah

S1Djamil Latif, 1982, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,
hal. 90
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syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 6 dan Pasal 7
Undang-Undang Perkawinan sepanjang hyukum masinh-
masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak
menentukan lain.

Ketentuan ini adalah sesuai dengan prinsip yang
dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan penjelasannya, ini berarti bahwa apabila
perkawinan itu dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya, untuk
yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam tidak
memenuhi syarat menurut hukum syariat agama Islam maka
perkawinan dapat dibatalkan pengadilan.

Pengadilan yang berhak membatalkan suatu perkawinan,
selain ditentukan oleh Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974, juga ditunjuk oleh Pasal 25 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pengadilan Agama atau Pengadilan
Umum (PN) dalam daerah Hukum di mana perkawinan
dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri, suami istri dan
kepada pengadilan inilah permohonan pembatalan perkawinan
diajukan.5?

3. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan
Jika suatu perkawinan putus, pasti akan menimbulkan

akibat hukum yang baru, terlebih apabila perkawinan itu putus

52Djamil Latif, Ibid, hal. 90

30



karena perceraian. Ada beberapa Pasal di dalam UU Perkawinan

yang menjelaskan akibat-akibat yang timbul karena putusnya

perkawinan yaitu terhadap mantan suami-istri, terhadap anak dan

terhadap harta bersama.

a.

b.

Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Mantan Suami dan
Mantan Istri

Menurut Pasal 41 huruf ¢ akibat putusnya perkawinan
terhadap mantan suami dan mantan istri yaitu mana suami
mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah atau biaya
hidup kepada mantan istrinya. Tetapi saat ini secara umum,
seorang mantan suami tidak lagi menanggung biaya hidup
mantan istrinya terlebih apabila istri tersebut bersalah
(Rodliyah, 2014). Tetapi apabila istri tidak bersalah, maka
paling tinggi tanggung jawab suami terhadap biaya hidup
mantan istrinya sampai batas masa tunggunya selesai lebih
kurang 90 (sembilan puluh) hari (Isnaeni, 2016).
Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Anak

Dasar hukum pokok seorang anak menjadi salah satu
hal penting yang berkaitan dengan akibat putusnya perkawinan
ialah Pasal 45 ayat (1) dan (2). Pasal 45 ayat (1) menjelaskan
bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memlihara dan
mendidik anak-anaknya dengan baik. Kemudian Pasal 45 ayat
(2) menjelaskan bahwa kewajiaban kedua orang tua terus

berlanjut sampai anak-anaknya menikah atau hidup sendiri,
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bahkan kewajiban itu tidak hilang meskipun kedua orang tuanya
putus perkawinannya. Akibat putusnya perkawinan terhadap
anak terdapat dalam Pasal 41 huruf a dan b UU Perkawinan.
Pasal 41 huruf a menentukan bahwa kedua orang tua baik itu
bapak atau ibu tetap menjalankan kewajiban untuk memberikan
pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kepentingan anak
dan apabila terjadi perselisihan terhadap hak asuh anak maka
pengadilan yang menentukannya. Kemudian Pasal 41 huruf b
menentukan Bapaklah yang bertanggung jawab memberikan
pemeliharaaan dan pendidikan terhadap anaknya, kemudian
apabila seorang Bapak tidak dapat memenuh kebutuhan
anaknya, maka pengadilan dapat menentukan lbu yang akan
memenuhi kewajiban itu.

Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Harta Bersama

Perkawinan akan menimbulkan suatu ikatan yang

melahirkan adanya hak dan kewajiban, dan tentunya
menciptakan bentuk kehidupan secara bersama dari para
pribadi yang berada dalam hubungan perkawinan itu, yaitu
membentuk suatu somah atau keluarga. Salah satu bentuk
akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah ialah timbulnya
harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan
digunakan untuk memenuhi segala keperluan dalam kehidupn

berkeluarga (Judiasih, 2019). Pasal 37 UU Perkawinan
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menentukan bahwa kedudukan harta perkawinan jika terjadi
perceraian diatur berdasarkan hukumnya masing-masing.
Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan menentukan apabila
perkawinan putus karena perceraian, maka terhadap harta
bersama akan diatur berdasarkan hukumnya masing-masing,
yaitu hukum adat, hukum agama dan aturan lainnya (Judiasih,

2019).53

C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian
1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari
kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara®) perceraian merupakan
sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut
adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang
kemudian digunakan oleh syara“.5* Dalam istilah Figh perceraian
dikenal dengan istilah “Talaq” atau “Furqah”. Talaq berarti
membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furgah
berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul.
Perkataan talaq dan furgah mempunyai pengertian umum dan
khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian

yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim.

53Fifin Maryanti, A. T. (2001). Perbandingan Akibat Putusnya Perkawinan Antara Undang-
ndang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan dengan Women's Charter 1961 Singapore.
SOUMATERA LAW REVIEW, 4.

4Tagiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, 1993, Kifayatul Akhyar, (Surabaya:
Bina Imam), juz. 11, h. 175
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Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan
oleh pihak suami.®
Menurut Zahry Hamid suatu pernikahan antara seorang
laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan
suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab
meninggalnya suami atau istri. Berakhirnya pernikahan dalam
keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak
suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan terjadi di luar kehendak
suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya pernikahan atas
inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa
yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut ila' dan
dapat pula terjadi melalui apa yang disebut li'an, serta dapat terjadi
melalui apa yang disebut zihar.5
2. Akibat-Akibat Perceraian
Berikut beberapa akibat perceraian, yaitu:
a) Anak menjadi korban
Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang
tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa
ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut
kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal
serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan

menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak

55Soemiyati, 2004, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1
Tahun 1974, Yogyakarta: PT. Liberti, h. 103
6Fuad Said, 1994, Perceraian Menurut Hukum Islam, Jakarta: Pustaka al-Husna, him. 1
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di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk
menyendiri.

Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit
di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua
yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan
pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar
membencinya. Ini dapat mebuat anak menjadi serba salah,
sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-
masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai
pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan
yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain yang bisa merugikan.
Dampak untuk orang tua

Selain anak-anak, orang tua dari pasangan yang bercerai
juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai.
Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak
mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini
atau merasa risih dengan pergunjingan orang-orang. Beberapa
orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus
membantu membesarkan cucu mereka karena
ketidaksanggupan dari pasangan yang bercerai untuk
memenuhi kebutuhan anak-anaknya.
Bencana keuangan

Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka

setelah bercerai Anda tidak akan memiliki pendapatan sama
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d)

sekali apalagi jika mantan pasangan Anda tidak memberikan
tunjangan. Atau jika pemasukan berasal dari Anda dan
pasangan, sekarang setelah bercerai, pemasukan uang Anda
berkurang. Jika Anda mendapat hak asuh atas anak, berarti
Anda juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup
dari anak Anda. Yang perlu diingat, setelah bercerai, umumnya
banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan
hingga lebih dari 50 persen.

Masalah pengasuhan anak

Setelah bercerai, berarti kini Anda harus menjalankan
peranan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Ini bukanlah
hal yang mudah karena ada banyak hal lain yang harus Anda
pikirkan seorang diri. Terlebih, jika anak sudah memasuki masa
remaja yang penuh tantangan, Anda harus dengan masuk akal
menjaga atau memberikan disiplin kepada anak agar dapat
tumbuh menjadi anak yang baik.

Masalah lain dalam hal pengasuhan anak adalah ketika
harus berbagi hak asuh anak dengan pasangan karena bisa jadi
Anda masih merasa sakit hati dengan perlakuan mantan Anda
sehingga sulit untuk bersikap adil. Hal-hal yang harus
dibicarakan seperti pendidikan atau disiplin anak mungkin dapat
menyebabkan pertengkaran karena tidak sepaham dan rasa

sakit hati dapat membuat hal semakin buruk.
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e) Gangguan Emosi

Gangguan emosi adalah hal yang wajar jika setelah bercerai
Anda masih menyimpan perasan cinta terhadap mantan
pasangan Anda. Harapan Anda untuk hidup sampai tua
bersama pasangan menjadi kandas, ini dapat menyebabkan
perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan.
Mungkin juga Anda ketakutan jika tidak ada orang yang akan
mencintai Anda lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di
kemudian hari.

Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan
terhina atau perasaan marah dan kesal akibat sikap buruk
pasangan. Anda juga mungkin merasa kesepian karena sudah
tidak ada lagi tempat Anda berbagi cerita, tempat Anda
mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih saying.
Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat

depresi karena bercerai.®’

Shttps://kumpulan.info/keluarga/apa-saja-dampak-perceraian diakses pada tanggal 14
Desember 2022 pukul 23.30
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan vyaitu penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk
menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.58

B. Pendekatan Metode Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), pendekatan
ini dilakukan dengan menelah semua peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang
dihadapi.

2. Pendekatan kasus (Case Approach) adalah salah satu metode
penelitian dalam ilmu social. Dalam riset yang menggunakan
metode ini, dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu
keadaan atau kejadian yang disebut kasus dengan menggunakan
cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan,
pengumpulan data, analisis, informasi dan pelaporan hasilnya.
Seperti pada putusan yang saya gunakan Nomor Putusan:
379/Pdt.G/2022/PA.Mks tentang kasus putusmya perkawinan

karena suami mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istri.

58 peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, him. 35
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C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-
bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut di baca, di telah,
dan di kutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya.
Data sekunder memiliki 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat
yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan
perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer
yang digunakan antara lain:
a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
b) PP Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1
Tahun 1975 Tentang Perkawinan.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak
mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang
ada sehingga dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih
mendalam. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam
penelitian ini adalah buku-buku, thesis, dan jurnal.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
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sekunder seperti kamus hukum, ensklopedia, bahan dari internet

dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini
adalah dengan melakukan pencarian bahan-bahan keputusan atau
biasa disebut dengan library research yang terkait dengan
pembahasan. Library research digunakan untuk mendapatkan
informasi yang akurat dari bahan hukum primer, sekunder serta bahan

hukum tersier yang berhubungan dengan kajian permasalahan.

E. Teknik Analisis
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer
maupun data sekunder dianalisa dan disajikan secara kualitatif,
kemudian dipaparkan secara deskriptif, yakni dengan cara
menjelaskan, = menguraikan dan menggambarkan  mengenai
permasalahan yang dibahas serta penyelesaiannya yang berkaitan

erat dengan penulisan ini.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan
Alasan Suami Mengabaikan Tanggungjawabnya Terhadap Istri
Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga.
Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan
perkawinan bukan perceraian.5® Dalam berbagai situasi rumah tangga
sering kali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini dianggap
sebagai sesuatu yang dapat memudharatkan bagi salah satu pihak
atau bahkan kedua belah pihak sehingga perceraian merupakan satu
jalan yang harus ditempuh walaupun dengan perceraian akan
berdampak buruk bagi orang-orang yang terlibat dalam
ikatan perkawinan.60
Pasal 39 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan”. Ayat (2): Untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat

hidup rukun sebagai suami istri.6’

59 Sonya, Sihabudi, 2019, Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, Malang:
Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 2, No. 1, him. 5

80Boedi Abdullah, Anmad Saebani, Perkawinan Perceraian Muslim, (Bandung :
Pustaka Setia, 2013), him. 49

61Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2)
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Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai
lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan
dari luar, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 24 UUD
1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyeleggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi
terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu,
hakim sebagai unsur inti dalam SDM yang menjalankan kekuasaan
kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui
integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara
sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun
2009. Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan
kehakiman (independensi peradilan) itu bermaksud untuk mencegah
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara.®2

Sehubungan dengan ini  Frans Magnis  Suseno,
mengemukakan bahwa dengan adanya kebebasan dan kemandirian
kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka
diharapkan bahwa badan yuridikatif dapat melakukan kontrol segi
hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan
mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau

kekuasaan. Tidak hanya kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama

%2Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara
Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, him 230
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dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi
manusia oleh penguasa karena kekuasaan kehakiman yang secara
konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol
terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsi tersebut.53

Langkah untuk memutus suatu perkara, hakim memiliki
kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun,
yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau
dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari
campur tangan pihak manapun termasuk didalamnya kekuasaan
pemerintah.54

Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu
kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan
demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparsial.
Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses
pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan
yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang
berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat
imparsial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak

memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan

®Frans Magnis Suseno, Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan
Modern , Jakarta: Gramedia, 1991, him 298-301.

#Restu Permadi, Fifiana Wisnaeni, Tinjauan Hukum Kemandirian Dan
Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, him 404
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dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Disamping itu
keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan
kepastian hukum dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan
kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus menjamin terlaksananya
peradilan yang jujur dan adil serta memenuhi kepastian hukum dalam
masyarakat berdasarkan hukum vyang berlaku. Dalam upaya
menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan
pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan
pengadilan. Tujuan putusan pengadilan sejatinya®® :

1. Harus merupakan solusi autoritatif, artinya putusan haruslah
memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh
para pihak.

2. Karena keadilan vyang tertunda adalah juga merupakan
ketidakadilan (justice delayed is justice denied) maka putusan
hakim harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana dan
biaya ringan.

3. Putusan hakim haruslah sesuai dengan tujuan undangundang
yang dijadikan dasar putusan tersebut.

4. Putusan yang dibentuk harus mengandung aspek stabilitas yaitu
ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat.

5. Adanya pemberian kesempatan yang sama bagi para pihak yang

berperkara.

&Yuristyawan Pambudi Wicaksana, Implementasi Asas lus Curia Novit Dalam
Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka ,Jurnal
Lex Renaissance No. 1 Vol. 3 Januari 2018, him 93
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Dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim adalah Pasal
24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Kekuasaan
kehakiman  merupakan kekuasaan yang merdeka  untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
Dalam interpretasi historis, dapat diketahui bahwa pasal tersebut oleh
pembuatnya dimaksudkan bahwa lembaga peradilan bebas dari
intervensi lembaga eksekutif atau lembaga dan perorangan. Prinsip
yang terkandung didalamnya adalah bahwa kemerdekaan,
kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan, yaitu
lembaga peradilan. Mengenai prinsip kebebasan hakim sebagaimana
dimaksudkan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No. 14 tahun 1985
tentang Mahkamah Agung (yang tidak dirubah oleh Undang-undang
No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.
14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), tidak dijelaskan lebih lanjut
secara rinci oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu semangat
makna Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 harus dikembangkan dalam
memahami maksud kebebasan hakim dalam Pasal 32 ayat (5)
Undang-undang No. 14 tahun 1945 tentang Mahkamah Agung (yang
tidak dirubah oleh Undangundang No.3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 tahun 1945 tentang
Mahkamah Agung), bahwa kebebasan hakim harus dalam kerangka
prinsip kebebasan lembaga peradilan. Karena hakim adalah

subsistem dari lembaga peradilan, sebagai pejabat yang
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melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim
haruslah selalu berada di dalam kooridor kemerdekaan Kekuasaan
Kehakiman, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 ayat (1) UU
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan
bahwa: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim
konstitusi wajib menjaga kemadirian peradilan”. Kekuasaan
Kehakiman sendiri diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara
hukum Republik Indonesia, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1)
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu,
perlu dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman  dalam
melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas
hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 sehingga putusannya mencerminkan rasa
keadilan rakyat Indonesia.5¢

Putusan 379/Pdt.g/2022/PA.Mks pada Pengadilan Agama
Kelas 1A Makassar tentang cerai gugat istri terhadap suami karena

suami mengabaikan tanggung jawabnya.

®Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek Perkembangan
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Yogyakarta: Ull Press, 2005, him 67
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Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan tepatnya pada Pasal 34 yang menjelaskan tentang hak
dan kewajiban suami dan istri bahwa Jika suami atau istri melalaikan
kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada
Pengadilan. Hal ini yang menjadi dasar hakim dalam mengabulkan
putusan 379/Pdt.g/2022/PA.Mks.5”

Beriikut Amar Putusan yang di ajukan oleh penggugat yang
dikabulkan :

1) Amar Putusan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, begitupula proses
Mediasi yang tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah
menghadiri sidang, makanya selanjutnya dibacakanlah surat
gugatan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan
ketidakhadirannya tersebut dapat dipandang sebagai pengakuan
Tergugat atas semua dalil gugatan Penggugat, tetapi demi untuk
memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R. Bg. yang
maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya
Tergugat dapat dikabulkan sepanjang memenuhi syarat dan cukup

beralasan hukum;

57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 34 Tentang Perkawinan
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas
itulah maka Penggugat tetap dibebani pembuktian dan karena
itulah maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan
alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yakni surat Akta
Autentik yaitu buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat,
oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti
karena surat bukti tersebut sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh
pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta
hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
sah dan karenanya Penggugat dapat dinyatakan telah mempunyai
legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua orang saksi yang
diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah
memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai Pasal 308 dan
309 karena saksi tersebut telah dewasa, telah datang menghadap
di persidangan dan saksi itu bukanlah orang yang tidak boleh
didengar keterangannya sebagai saksi, saksi tersebut telah
memberikan keterangan secara terpisah setelah bersumpah

sebagai berikut:
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Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
yang sah dana telah melahirkan 2 orang anak yang
sekarang dipelihara oleh Penggugat;

Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
sama-sama lagi sejak bulan Oktober 2021 sampai
sekarang;

Bahwa sejak bulan Agustus 2021 Tergugat sudah tidak
memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Bahwa nanti pada bulan Maret 2022 baru Tergugat
memberikan uang belanja kepada Penggugat sebanyak
Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. Pelindo
yang berpenghasilan sebanyak Rp. 15.000.000.00 (lima

belas juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan

bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling

bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung

kebenaran dalil gugatan Penggugat, kedua alat bukti tersebut juga

sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti tersebut di muka

diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

yang sah;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup
bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua
orang anak yang sekarang ada dalam pengasuhan
Penggugat

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak
sama-sama lagi sejak bulan Oktober 2021 sampai
sekarang;

- Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik
dengan memukuli Penggugat;

- Bahwa Tergugat adalah Karyawan PT Pelindo yang
bergaji Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) setiap
bulannya.

- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 Tergugat sudah tidak
pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat,
nanti pada awal bulan Maret 2022 baru Tergugat
memberikan uang belanja kepada Penggugat sebanyak
Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut,

maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti

kebenarannya;
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Menimbang, bahwa padahal idealnya sebuah perkawinan
adalah antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah
tangganya seharusnya selalu hidup berdampingan secara damai
dan bahagia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintaiserta
saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir
terutama kebutuhan batin diantara keduanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di dalam kehidupan
rumah tangga anatara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi
adalah percekcokan terus menerus yang disertai dengan kekerasan
sampai berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal yang sudah
begitu lama, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan
Tergugat sudah benar-benar berantakan dan sudah selayaknya
untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan maka dapat
dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan yang lebih
parah lagi bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh
Penggugat adalah juga keluarga dekatnya, maka untuk
mempersingkat acara, keterangan saksi-saksi tersebuy diambil alih
oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga
dekat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;
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Menimbang, bahwa saksi yang sekaligus sebagai pemberi
keterangan dari keluarga dekat Penggugat tersebut telah
menyatakan di depan persidangan bahwa antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernyataan keluarga dekat seperti itu
adalah sangat patut untuk dipercaya sebagai suatu kebenaran,
sebab secara logika tidak mungkin ada seorang keluarga dekat
yang dengan sengaja berupaya untuk menceraikan keluarganya
jika seandainya memang masih ada jalan yang bisa ditempuh untuk
mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar
sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian
maka gugatan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) tersebut
dapat dikabulkan karena telah memenuhi syarat dan tidak melawan
hukum, serta telah bersesuain dengan Pasal 19 (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991, sehingga meskipun Tergugat tidak hadir
di Persidangan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputuskan
secara Verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat agar
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang

anaknya akan dipertimbangkan sebagai berikut:
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Bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam yakni bahwa pemeliharaan anak yang belum
mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak
ibunya;

Bahwa maksud ketentuan tersebut di atas adalah semata-
mata karena kepentingan perkembangan/pertumbuhan
anak itu sendiri, sebab sesungguhnya hanya ibulah satu-
satunya yang dapat diharapkan bisa meberikan kasih
sayang secara penuh kepada anak-anaknya sepanjang
waktu;

Bahwa karena anak Penggugat dengan Tergugat yakin
AP binti ZE (umur 6 tahun) dan RZ bin ZE (umur 3 tahun)
keduanya masih belum mumayyiz atau masih dibawah
umur 12 tahun sehingga demi kepentingan anak tersebut,
maka hak pemeliharaannya harus diserahkan kepada
Penggugat sebagai Ibunya;

Bahwa meskipun hak pemeliharaan telah diserahkan
kepada Penggugat sebagai Ibunya, tetapi hal itu tidaklah
berati bahwa hak Tergugat sebagai Ayah dari kedua anak
tersebut dicabut, sehingga Penggugat tidak dibenarkan
menghalang-halangi apa lagi menutup akses kepada
Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut

jika diinginkan;
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Menimbang, berdasarkan semua pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah terhadap
anaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permintaan
Penggugat agar Tergugat sebagai ayah dari kedua anak tersebut
dihukum untuk membayar biaya hidup dan biaya pemeliharaan
anak-anaknya kepada Penggugat sebagai pemegang hak
hadhanah sebanyak Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) setiap
bulannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan
bahwa Bapak atau Ayah yang bertanggungjawab atas
semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang
diperlukan anaknya;

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) huruf
(c) Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa sesuai
dengan penghasilannya Suami (ayah) menanggung biaya
pendidikan bagi anak-anaknya;

- Bahwa berdasarkam fakta hukum, Tergugat sebagai
karyawan PT Pelindo yang berpenghasilan sebanyak Rp.
15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya
dan itu dapat diartikan bahwa uang sebanyak itu adalah

merupakan hak dari tiga komponen dalam rumah tangga
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yaitu untuk bapak sebanyak lima juta dan untuk Ibu
sebanyak lima juta serta untuk anak-anak sebanyak lima
juta;

Bahwa atas dasar perhitungan tersebut di atas, maka
adalah sangat wajar dan pantas jika Tergugat dihukum
untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan
kepada kedua anaknya sebanyak Rp.5.000.000.00 (lima
juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut
dewasa atau sudah bisa hidup mandiri dengan tambahan

kenaikan sebanyak 10 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan

tersebut di atas maka gugatan Penggugat mengenai biaya

hidup/nakfkah anaknya dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai

nafkah lampau sejak bulan Agustus 2021 sampai bulan Februari

2022 (selama 7 bulan) sebanyak Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah)

setiap bulannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa di dalam sebuah rumah tangga yang bertanggung
jawab dan wajib mencari nafkah untuk membiayai
keluarga adalah Ayah sebagai suami, demikian maksud
Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa meskipun Ayah (suami) yang mencari rejeki untuk

membiayai kehidupan dalam rumah tangga, tetapi semua
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2)

pendapatan suami tersebut pada dasarnya adalah hak
semua anggota keluarga yakni Suami, Istri, dan Anak-
anak dalam rumah tangga tersebut;

- Bahwa karena penghasilan Tergugat sebagai Suami
sebanyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)
setiap bulannya, maka ... antara suami, istri, dan anak-
anak masing-masing berhak sepertiganya yaitu sebanyak
Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa karena selama 7 (tujuh) bulan Tergugat waijib
bertanggung jawab untuk memberikan nafkah yang telah
dilalaikan tersebut sebanyak 7 dikali Rp. 5.000.000.00
(lima juta rupiah) sama dengan Rp. 35.000.000.00 (tiga
puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat
mengenai nafkah lampau dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan
tersebut di atas, maka semua gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan Verstek;

Analisis Penulis
Dipahami bahwa nafkah menjadi wajib dan hanya
ditujukan kepada yang memilik hak sesuai dengan yang

dibutuhkannya. Dalam artian belanja diberikan secukupnya sesuai
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dengan yang dibutuhkannya yang wajar bagi istrinya,®® sedangkan
menurut dari gugatan istri bahwasanya suami tidak memberikan
nafkah istri dan anak-anaknya selama 7 (tujuh) bulan lamanya
sehingga menurut penulis perlu kiranya gugatan istri dikabulkan
untuk suami dihukum membayar nafkah masa lampau yang tidak
dipenuhinya.

Perceraian yang telah diputus oleh pengadilan agama
adalah perceraian yang dilakukan berdasarkan suatu gugatan
perceraian oleh istri yang akan bercerai. Pengadilan agama selalu
berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Suatu proses peradilan
berakhir dengan putusan hakim yang didalamnya terdapat putusan
yang adil bagi kedua belah pihak dan didalam putusan itu hakim
menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan
dan apa yang menjadi amar putusannya. Tujuan adanya suatu
proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan
hakim.69

Putusan hakim merupakan suatu yang sangat diinginkan
atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna
menyelesikan gugatan diantara mereka dengan sebaik-baiknya
guna mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam

perkara yang mereka hadapi.”®

88Aminuddin, 1999, Figh Munakahat, Bandung. Him.1

69 M. Nur Rasaid, (2003), Hukum Acara Perdata, cetak Ill, Jakarta: Sinar Grafika
Offset, him. 48

70 Moh. Taufik Makarao, (2004), Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, cetak |,
Jakarta: PT. Rineka Cipta, him. 124
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Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam kasus
putusan nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mks yang telah dijelaskan
diatas, penulis sependapat dengan putusan majelis hakim
berdasarkan keterangan yang terdapat dalam persidangan. Majelis
hakim mengabulkan permintaan Penggugat dalam hal Penggugat
dan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan gugatan
Penggugat dapat dikabulkan karena telah memenuhi syarat dan
tidak melawan hukum, serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 (f)
PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam
Tahun 1991 yang dimana dalam pasal tersebut dimaksudkan
“‘Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.”

Majelis hakim juga mengabulkan permintaan Penggugat
agar ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap dua
orang anaknya sesuai dengan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum
Islam yakni bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Penulis sependapat
dengan hal tersebut karena kepentingan perkembangan atau
pertumbuhan anak itu sendiri dapat diberikan dari ibunya yang bisa
memberikan kasih dan sayang secara penuh jika orang tuanya

bercerai.
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Majelis hakim juga mengabulkan permintaan Penggugat
agar Tergugat sebagai Ayah dari kedua anaknya tersebut dihukum
untuk membayar biaya hidup dan membayar biaya pemeliharaan
anak-anaknya sebagai pemegang hak hadhanah sebanyak
Rp.5,000.000, setiap bulannya karena tergugat bekerja sebagai
karyawan BUMN (PT. Pelindo Makassar) dan mempunyai
penghasilan tetap sehingga sangat beralasan Tergugat dihukum
untuk membayar nafkah/biaya hidup kepada 2 (dua) orang anak-
anaknya, sesuai dengan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam
tentang Perkawinan. Penulis sependapat dengan hal tersebut
karena dijelaskan dalam pasal tersebut suami memang mempunyai
tanggungjawab untuk menanggung kehidupan anak-anaknya

walaupun sudah bercerai.

B. Akibat yang ditimbulkan dari putusnya perkawinan karena suami
mengabaikan tanggungjawabnya terhadap istri
Putusan perceraian pada putusan Nomor:
379/Pdt.G/2022/PA.Mks yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama
Makassar kelas 1A berupa cerai gugat yang diajukan istri kepada
suami karena mengabaikan tanggungjawabnya, maka akibat hukum
yang timbul adalah gugatan yang diajukan dapat menyebabkan
hilangnya hak istri untuk dapat rujuk kembali terhadap suami yang
telah diceraikannya. Adapun akibat putusnya perkawinan pada

putusan nomor 379/Pdt.G/2022/PA Mks mengenai hak penguasaan
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anak yang belum beumur 12 tahun berdasarkan Pasal 156 Kompilasi
Hukum Islam adalah hak ibunya. Selain itu dalam putusan nomor
379/Pdt.G/2022/PA Mks juga berdasarkan Pasal 156 Kompilasi
Hukum Islam memutus bahwa dengan adanya perkara putusan ini
maka berkaitan dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
Maka hak pemeliharaannya harus diserahkan kepada
penggugat sebagai ibunya. Namun bahwa meskipun hak
pemeliharaan telah diserahkan kepada penggugat sebagai Ibunya,
tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa hak Tergugat sebagai Ayah dari
kedua anak tersebut dicabut, sehingga penggugat tidak dibenarkan
menghalang-halangi apa lagi menutup akses kepada tergugat untuk
bertemu dengan kedua anaknya tersebut jika diinginkan dan biaya
pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya bahwa sesuai maksud
Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dijelaskan bahwa Bapak atau Ayah yang bertanggung
jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang
diperlukan anaknya, selanjutnya juga sesuai dengan Pasal 80 Ayat (4)
huruf (c) Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa sesuai
dengan penghasilannya Suami (ayah) menanggung biaya pendidikan
bagi anak-anaknya.
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam
pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991. Ada tiga akibat putusnya

perkawinan karena perceraian yaitu:
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1. Terhadap anak-anaknya,

2. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam
perkawinan).

3. Terhadap mut‘ah (pemberian bekas suami kepada bekas
istrinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan
lainnya).”"

Menurut penulis akibat yang ditimbulkan atas putusnya
perkawinan karena suami mengabaikan tanggung jawabnya menurut
putusan Nomor: 379/Pdt.G/2022/PA.Mks yaitu kemungkinan anaknya
kekurangan biaya meskipun putusan hakim memutuskan bahwa ayah
harus menanggung biaya hidup dan pendidikan anaknya, menurut
penulis hal ini akan berbeda dengan sebelumnya pada saat kedua
orangtua nya masih bersama dan juga hubungan kedua anaknya
dengan ayahnya sudah tidak seperti pada saat kedua orangtuanya
masih bersama, mengingat keputusan hakim tentang hak asuh atas
anaknya yaitu kedua anaknya diasuh oleh Ibu.

Menurut Gerungan bahwa sebagian besar pada anak-anak
berasal dari keluarga yang sudah tidak utuh strukturnya.’? Keluarga
yang pecah ialah keluarga dimana terdapat ketiadaan salah satu dari

orang tua karena kematian, perceraian, hidup berpisah, untuk masa

"Yani Tri Zakiyah. 2005, LATAR BELAKANG DAN DAMPAK PERCERAIAN.
2Gerungan, W.A. (1972), Psychologi Sosial: Suatu Ringkasan. him. 20.
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yang tak terbatas ataupun suami meninggalkan keluarga tanpa
memberitahukan kemana ia pergi.”? Hal ini disebabkan karena:

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan
tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah,
karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurusi
permasalahan serta konflik batin sendiri.

2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak
terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur
dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan
kompensasinya.

3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang
sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak
dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik. Sebagai
akibat bentuk pengabaian tersebut, anak menjadi bingung,
resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam,
benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. 74

Dikemudian hari mereka mencari kompensasi bagi kerisauan

batin sendiri diluar lingkungan keluarga, yaitu menjadi anggota dari
suatu gang kriminal; lalu melakukan banyak perbuatan brandalan dan
kriminal.

Penolakan oleh orang tua atau ditinggalkan oleh salah

seorang dari kedua orang tuanya, jelas menimbulkan emosi, dendam,

3Abdullah Kelib, 1990, Hukum Islam. Semarang: PT. Tugu Muda Indonesia, him.

"4Yani Tri Zakiyah, Op.cit
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rasa tidak percaya karena merasa dikhianati, kemarahan dan
kebencian, sentimen hebat itu menghambat perkembangan relasi
manusiawi anak. Muncullah kemudian disharmonis sosial dan
lenyapnya kontrol diri, sehingga anak dengan mudah bisa dibawa
kearus yang buruk, lalu menjadi kriminal. Anak ini memang sadar,
tetapi mengembangkan kesadaran yang salah. Fakta menunjukkan
bahwa tingkah laku yang jahat tidak terbatas pada strata sosial
bawah, dan strata ekonomi rendah saja tetapi juga muncul pada
semua kelas, khususnya dikalangan keluarga yang berantakan.
Memang perceraian suami-istri dan perpisahan tidak selalu
mengakibatkan kasus delinkuen dan karakter pada diri anak. Akan
tetapi, semua bentuk ketegangan batin dan konflik familiar itu
mengakibatkan bentuk ketidakseimbangan kehidupan psikis anak.
Disamping itu juga tidak berkembangnya tokoh ayah sebagai sumber
otoritas bagi anak laki-laki. Sehingga anak berkembang menjadi

kasar, liar, brutal, tidak terkendali, sangat agresif dan kriminal.”>

7SKartini Kartono, 2002. Psikologi Umum. Bandung: Sinar Baru Algies Indonesia,
him. 20
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah

penulis jelaskan diatas, maka penulis menarik kesimpulan, sebagai

berikut:

1.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor
(379/Pdt.G/2022/PA.Mks) tentang suami di gugat cerai oleh istri
karena suami mengabaikan tanggungjawabnya, Majelis Hakim
mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menetapakan
Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anaknya,
serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau
kepada Penggugat. Hal tersebut diputuskan berdasarkan
keterangan Penggugat juga Tergugat, juga berdasarkan
keterangan Saksi, sehingga menimbulkan keyakinan hakim dalam
memutus perkara perceraian.

Akibat hukum perceraian yang ditimbulkan karena adanya seorang
suami lalai terhadap tanggungjawabnya adalah putusnya hubungan
perkawinan antara suami dan istri, baik seorang ayah maupun ibu
berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, bilamana terjadi
perselisihan terhadap hak asuh anak maka akan diselesaikan oleh
pengadilan berdasarkan penetapannya, ayah bertanggungjawab

terhadap biaya berkelangsungan hidup anak dan Ketika ayah
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kurang mampu memenuhi kewajiban tersebut seorang ibu bisa

membantu kewajiban tersebut berdasarkan penetapan pengadilan.

B. Saran

1.

Suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggungjawab
terhadap kesejahteraan keluarga. Apabila terjadi perpecahan dalam
rumah tangga sehingga menyebabkan putusnya perkawinan, maka
mantan suam i harus memenuhi akibat amar putusan yang telah
dijatuhkan Majelis Hakim kepadanya.

Diharapkan kedepannya angka perceraian yang terjadi khususnya
yang diakibatkan oleh suami yang mengabaikan tanggungjawabnya
berkurang bahkan tidak ada. Karena akibat hukum yang

ditimbulkan dari perceraian dapat berdampak pada Anak.
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